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ABSTRAK 

The government issued a Job Creation Law (UUCK) policy and 

Government Regulation Number 21 of 2021 through the Conformity of Space 

Utilization Activities (KKPR), in order to simplify the licensing process. In practice, 

the City of Tangerang Selatan already has a Detailed Spatial Plan (RDTR), but it 

is not integrated with the Online Single Submission Risk Basked Approach (OSS-

RBA) system, so the KKPR mechanism is carried out through the Agreement on 

Suitability for Business Utilization Activities (PKKPR). PKKPR Undertaking in 

South Tangerang has not been issued for 20 days according to the provisions.  

This study aims to find out the processes, problems, and efforts to overcome 

problems and accelerate PKKPR Usaha. The method used is a qualitative method 

with a descriptive approach.  

The findings of this study are a series of PKKPR Usaha processes; there 

are 3 problem factors including: system factors, implementing and regulatory 

agencies, and business actors; Efforts to overcome these problems include: 

Providing letters to applicants, making digital signatures and manual verification, 

efforts to accelerate by conducting a Spatial Planning Forum (FPR) first, even 

though they have not yet obtained a KKPR and integrating RDTR with the OSS-

RBA system. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka kemudahan 

perizinan dan pengembangan di sektor investasi melalui Kesesuaian 

Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No.21 Tahun 2021 untuk menyederhanakan proses perizinan.  

KKPR berfungsi sebagai pengganti Izin Lokasi dan Izin Pemanfaatan 

Ruang (IPR) untuk pembangunan dan pengurusan tanah (Kementerian 

Investasi/BKPM, 2021). Sebelumnya Izin Lokasi dan IPR terbilang rumit 

dan memakan waktu yang lama untuk kegiatan berusaha, non berusaha 

maupun proyek strategis nasional. Belum lagi biaya yang dikeluarkan cukup 

mahal dan banyaknya instansi yang terkait juga menghambat proses 

terbitnya perizinan (Sholichin, 2022). 

Sebelum terbitnya PP 21 tahun 2021 yang mengatur perizinan 

sebelum seseorang atau badan hukum membangun suatu rencana usaha atau 

investasi, diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) No.14 Tahun 2018, 

Permen ATR/BPN No.17 Tahun 2019, dan Permen ATR/BPN No.13 Tahun 

2020. Peraturan tentang Izin Pemanfaatan Ruang diatur dalam UU No.26 

Tahun 2007 dan PP No.15 Tahun 2010. Izin Lokasi dan IPR merupakan 

syarat yang tidak bisa terpisahkan untuk seseorang atau badan hukum yang 

akan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengurusan tanah. 

Peraturan tentang Izin Lokasi dan IPR menjelaskan banyak tentang 

persyaratan dan prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh perizinan 

serta dapat didefinisikan sebagai peraturan lama sebelum berlakunya PP 

No.21 Tahun 2021. Setelah peraturan lama tidak berlaku lagi, maka 

penyederhanaan tercipta melalui KKPR, sehingga Izin Lokasi dan IPR tidak 

digunakan lagi. 
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Berdasarkan materi yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Tata 

Ruang Kementerian ATR/BPN (Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan 

Ruang, 2022) terdapat perbedaan mekanisme perolehan perizinan  antara 

peraturan lama (Izin Lokasi dan IPR) dengan peraturan baru KKPR adalah 

sebagai berikut: 1)Peraturan lama memiliki banyak produk perizinan untuk 

menjelaskan bahwa suatu lokasi telah memiliki kesesuaian tata ruang untuk 

rencana usaha, sedangkan peraturan baru KKPR menjadi acuan untuk 

pemanfaatan ruang dan penerbitan hak atas tanah.  2)Dalam jangka waktu 

penerbitannya, peraturan lama memiliki estimasi waktu total selama kurang 

lebih 9 bulan. Terdiri dari Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) selama 

1-3 bulan dan penerbitan izin lokasinya selama 3-6 bulan. Sedangkan untuk 

peraturan baru, lama waktu penerbitan perizinan hanya membutuhkan 

waktu 1 hari kerja melalui Konfirmasi KKPR dan 20 hari kerja melalui 

Persetujuan KKPR. 3)Untuk mekanisme pengajuan permohonan perolehan 

izin, peraturan lama mengharuskan pelaku usaha yang mengajukan 

permohonan langsung mendatangi loket pendaftaran di Kantor 

Pemerintahan Daerah dan instansi lain yang terkait. Sedangkan peraturan 

baru hanya mengharuskan pelaku usaha mengajukan pendaftaran secara 

online melalui sistem OSS-RBA atau Online Single Submission-Risk Based 

Approach. Sistem OSS saat ini telah melakukan integrasi seluruh perizinan 

mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah (Christiawan, 2021). 

Indonesia memiliki visi untuk memajukan perekonomian melalui 

pengembangan di sektor investasi (Sugiarto, 2019). Apabila prosedur 

perizinan di Indonesia masih rumit dan memakan waktu yang lama, 

tentunya akan menghambat perkembangan dan justru membuat calon 

investor lebih memilih negara lain untuk berinvestasi. Melalui KKPR, 

pemerintah berusaha untuk menyederhanakan proses dan prosedur untuk 

memperoleh perizinan agar mendatangkan banyak investor. Adapun 

beberapa jenis kegiatan yang membutuhkan KKPR sebagai acuan dasar 

perizinan, antara lain seperti: Usaha Mikro dan Kecil (UMK), seperti 

misalnya ingin membuka bisnis laundry, kuliner dan jenis  umk lainnya; 
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Non Usaha Mikro dan Kecil (non umk), seperti membangun pusat 

perbelanjaan, mall, dan jenis non umk lainnya; Program Strategis Nasional, 

seperti proyek Pemerintah Daerah untuk membangun kantor dan sebagainya 

yang berkaittan dengan Program Strategis Lembaga dan Pemerintahan 

Daerah. Namun, tidak semua daerah punya Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR), oleh karena itu bagi daerah yang belum mempunyai RDTR dapat 

menggunakan Persetujuan KKPR untuk umk, non umk, dan Strategis 

Nasional, sehingga menjadi penting dan wajib untuk mendapatkan KKPR 

terlebih dahulu (Kliklegal, 2021). 

Oleh karena itu, KKPR secara resmi diberlakukan dan serentak pada 

tanggal 2 Juni 2021. KKPR terbagi menjadi 2 bagian yaitu melalui 

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang (KKKPR) dan 

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PPKPR). 

Konfirmasi KKPR dilakukan apabila kegiatan berusaha atau non berusaha  

telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diterbitkan 

oleh Kementerian ATR/BPN yang terintegrasi dengan OSS-RBA yang 

nantinya digunakan untuk melihat risiko, antara lain salah satunya adalah 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) (Erni & Jaya, 

2022).Apabila tidak sesuai standar KBLI, maka dapat dikatakan bahwa 

daerah tersebut tidak mempunyai RDTR oleh sistem OSS-RBA. Sedangkan 

untuk daerah yang belum mempunyai RDTR yang terintegrasi dengan 

sistem OSS-RBA tetap bisa memperoleh perizinan melalui Persetujuan 

KKPR (Susanti, 2021). Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. 

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang sudah menerapkan 

KKPR dan meskipun belum mempunyai RDTR yang terintegrasi dengan 

OSS-RBA. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai proses upaya akselerasi perizinan melalui KKPR di 

Tangerang Selatan secara nyata dengan melihat langsung kondisi di 
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lapangan dalam rangka mempermudah perizinan dan pengembangan di 

sektor investasi, serta menemukan permasalahan dalam pelaksanaan KKPR 

Berusaha. Dikarenakan di Kota Tangerang Selatan belum mempunyai 

RDTR yang terintegrasi dengan OSS-RBA, sehingga proses KKPR diajukan 

melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). 

PKKPR berusaha di Tangerang Selatan belum menjalankan mekanisme 

Fiktif Positif, sehingga PKKPR berusaha belum terbit 20 hari sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

 

B. Rumusan Masalah 

KKPR merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan 

peraturan guna mempermudah perizinan. KKPR terbagi menjadi 2 

mekanisme: 1)Konfirmasi KKPR, apabila telah memiliki RDTR yang 

terintegrasi dengan OSS-RBA. 2)  PKKPR, apabila belum memiliki RDTR 

yang terintegrasi dengan OSS-RBA. Kota Tangerang Selatan merupakan 

salah satu kota yang belum mempunyai RDTR yang terintegrasi dengan 

OSS-RBA, sehingga KKPR diberikan melalui PKKPR. PKKPR yang akan 

diteliti adalah PKKPR Berusaha. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti 

membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengurusan perizinan PKKPR Berusaha di Kota 

Tangerang Selatan? 

2. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pengurusan perizinan melalui 

PKKPR Berusaha di Kota Tangerang Selatan? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dan 

mengakselerasi PKKPR Berusaha di Kota Tangerang Selatan? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Mengetahui proses pengurusan perizinan  dalam rangka investasi 

melalui PKKPR Berusaha di Tangerang Selatan. 

b) Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pengurusan PKKPR 

Berusaha di Tangerang Selatan. 

c) Mengetahui upaya yang dibuat ketika menghadapi permasalahan 

dan mengakselerasi PKKPR Berusaha di Tangerang Selatan.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara nyata, yaitu: 

a) Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan di bidang perizinan berusaha khususnya tentang 

implementasi PKKPR Berusaha dalam upaya memperoleh 

perizinan. Khususnya, bagi peneliti akan mengetahui secara nyata 

mengetahui pelaksanaan KKPR dan sebagai salah satu syarat 

menyelesaikan Pendidikan Diploma IV Pertanahan di Sekolah 

Tinggi Pertanahan Nasional. 

b) Manfaat Sosial 

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan informasi kepada 

masyarakat berkaitan dengan prosedur perolehan perizinan  melalui 

kebijakan PKKPR. 

c) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan terkait pengembangan dan penyempurnaan kebijakan 

KKPR secara khusus PKKPR Berusaha serta memberikan informasi 

kepada daerah lainnya dalam implementasi PKKPR. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai PKKPR 

Berusaha di Kota Tangerang Selatan, maka kesimpulannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Proses PKKPR Berusaha di kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya 

online dan belum terbit 20 hari sesuai dengan amanat dari Permen 

ATR/BPN No.13 Tahun 2021 Pasal 15. Dikarenakan ketidaktahuan 

pelaku usaha bahwa masih terdapat beberapa proses yang harus 

dijalankan secara manual (datang ke instansi terkait). Penyebab 

utamanya adalah fiktif positif yang belum dijalankan dengan baik, 

sistem OSS-RBA, sistem KKPR-Gistaru dan sistem KKP-Web yang 

tidak terintegrasi dengan baik, sehingga pelaku usaha harus menjalani 

beberapa tahapan proses PKKPR Berusaha secara manual. Proses 

PKKPR Berusaha di kota Tangerang Selatan terbit dengan  rata-rata 

waktu pengerjaan selama 95 hari kerja. 

2. Permasalahan PKKPR Berusaha di kota Tangerang Selatan terbagi 

menjadi 3 faktor penyebab yaitu: 1)Faktor sistem, sistem OSS-RBA, 

KKPR-Gistaru, KKP-Web belum terintegrasi dengan baik 

menyebabkan beberapa tahapan PKKPR Berusaha dilakukan secara 

manual, baik dari pelaku usaha, maupun instansi pelaksana. . 2)Faktor 

instansi pelaksana dan regulasi. Proses pelaksanaan FPR dan 

penandatanganan BA FPR yang lama menjadi permasalahan yang 

menyebabkan PKKPR Berusaha tidak terbit 20 hari. Kemudian, 

DCKTR kesulitan dalam mengidentifikasi KKPR yang terbit otomatis. 

Selanjutnya, permasalahan pada faktor ini adalah tidak dijalankannya 

Fiktif Positif dikarenakan mempersulit pengendalian pemanfaatan 

ruang. Artinya apabila diberlakukan tentu mempercepat proses 

perizinan, akan tetapi tidak dapat menjamin pengendalian pemanfataan 
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ruangnya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan ketentuan-

ketentuan lainnya yang berkaitan pemanfaatan ruang, sehingga bisa saja 

terjadi pelanggaran-pelanggaran pemanfaatan ruang yang dapat 

berdampak tidak baik terhadap kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi. 

3)Faktor pelaku usaha, pelaku usaha yang kesulitan membuat dokumen 

perencanaan pemanfaatan ruang dan pelaku usaha yang tidak 

menyampaikan dokumen fisik atau melakukan konfirmasi dengan 

instansi pelaksana PKKPR Berusaha, juga menjadi permasalahan dalam 

pelaksanaan PKKPR Berusaha di Tangerang Selatan. Selain itu, 

permasalahan lainnya adalah adanya penyalahgunaan Self Declare 

(UMK) dari pelaku usaha agar terbebas dari mekanisme PKKPR 

Berusaha. 

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan PKKPR 

Berusaha di kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut: 1)Kantor 

pertanahan akan memberikan surat untuk pemohon yang tidak 

mengantarkan berkas fisiknya ke kantor pertanahan. 2)Pembuatan tanda 

tangan digital dengan bekerja sama dengan Kominfo agar mengatasi 

permasalahan penandatanganan BA FPR yang lama. Namun, 

pembuatan tanda tangan digital ini masih dalam proses. 3)Dilakukannya 

verifikasi manual oleh BKPM untuk mengatasi permasalahan yang 

disebabkan oleh KKPR yang terbit otomatis. Adapun upaya akselerasi 

yang dilakukan di kota Tangerang Selatan untuk mengakselerasi 

PKKPR Berusaha antara lain yaitu: 1) FPR di Kota Tangerang Selatan 

dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun belum mendaftar KKPR dan 

belum adanya hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan. Meskipun, hal ini 

tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Namun, 

pelaksanaan FPR yang dilakukan terlebih dahulu ini bertujuan untuk 

mempercepat proses perizinan, dikarenakan proses KKPR yang lama 

dan belum lagi proses izin-izin lainnya yang terkait dengan suatu 

rencana kegiatan berusaha. Sehingga, FPR dilakukan terlebih dahulu 

dengan melibatkan seluruh instansi yang berkaitan dengan suatu 
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rencana kegiatan usaha atau kegiatan pemanfaatan ruang untuk 

memberikan masukan, rekomendasi dan perizinan sesuai dengan 

kewenangan instansi masing-masing. Ketika pelaku usaha telah 

memperoleh semua perizinan atau rekomendasi dari seluruh instansi 

terkait kegiatan usahanya, barulah KKPR nya didaftarkan. Sehingga 

ketika KKPR didaftarkan, sudah tidak perlu melalui FPR lagi jika FPR 

telah dilakukan sebelumnya. Dengan begitu proses perizinan akan lebih 

cepat dan juga dapat meminimalisir ditolaknya KKPR. 2) Melakukan 

integrasi OSS-RBA dengan RDTR guna mengakselerasi KKPR, 

sehingga nantinya tidak lagi melalui mekanisme PKKPR Berusaha, 

tetapi melalui mekanisme KKKPR yang dapat terbit 1 hari kerja. 

 

B. Saran 

1. Membuat layanan yang dapat memungkinkan kepada pemohon atau 

pelaku usaha untuk mendapatkan notifikasi terkait jadwal pelaksanaan 

FPR, supaya pelaku usaha dapat menyiapkan tim teknis dan bahan 

keperluan rapat yang lebih matang. Upaya ini dapat membuat rapat FPR 

tidak perlu dilakukan berulang kali karena ketidaksiapan dari pelaku 

usaha. 

2. Integrasi antara sistem OSS-RBA, KKPR-Gistaru dan KKP-Web, 

sehingga tidak membuat pemohon atau pelaku usaha datang lagi ke 

kantor pertanahan dan DCKTR untuk melakukan konfirmasi dan 

mengantarkan dokumen terkait permohonan PKKPR Berusaha, 

sehingga proses lebih cepat dan praktis. 

3. Mengintegrasikan sistem OSS-RBA dengan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), guna memberantas kecurangan 

yang dilakukan terhadap modal yang diinput pelaku usaha pada saat 

mendaftarkan PKKPR Berusaha. Sehingga, integrasi dengan PPATK 

merupakan upaya kuratif yang sangat baik. 
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4. Pembuatan tanda tangan elektronik perlu segera diselesaikan untuk 

mempercepat proses penandatangan Berita Acara FPR yang memakan 

waktu lama. 
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